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PERATURAN
BUPATI STTUBONDO
NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG
URALAN TUGAS DAN FIUNGSI

KANTOR PELAYANAN PERININAN TERFADU

KABUPATEN SITURDNEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RUPATT SITUBONDO,

bahwa sesuai hasil evalunsi pelaksanasn olonomi daerah dan penstaan
kelembagaan di Kabupaten Stubondo, lerdapat peruhahan tupaz den
fungsi pada Kantor Pefayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;
bahwa guna maksmd sebagaimiand huruf a konsideran i, Peraturan
Bupati Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uratan Tugas dan Funpsi Kentor
Pelayanan Penijinan Terpadu Kabupaten Situbondo sudab Gidak sesuai
lag dalam perkembangamnya sehingga perly dipanti:

bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu
mengarur Uraian Tugas dam Fungsi Kantor Pelayanan Pertjinan Terpadu
Kabupafen Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan denpan Peraturan
Bupatj.

Undang-undang Nomor 12 Tabun 1950 tentang Pembentuk:an Dacrah-
daerah Kabupaten Dalam Liogkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negars  Reprblik Indonesia Tahon 195¢ MNomor 19, Taehahen
i.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

Undany-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 temtang Pokok-pokok
Kepegrwaian (Lembarar Megara Republis indoncsia Toham 1974
Nomor 55, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
1) schagaimana telah diubah dengan Undang-lindang Nomor 43
Tahun 1999 tenmianp Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 lahun
1974 tentang, Pokok-pokek Kepegawaian (1 embaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambaban Lembaran Megara
Republik Indonezia Nomaor 3890)) ;

Undang-Undang Nomor 17 Iahun 2003 tentang Keuungan Negara
{Lembaran Negars Repwblik Indonesia Tahen 2003 Nomor 47,
Tambaban Lembaran Negara Republik Tndoncsia Namor 4286) ;



i

11

12.

13.

14.

135,

Undang-Undang Nomor [ Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 0§,
Tambahan Lembarun Negara Republik Indoscsia Nomor 4355

Undang{Undang Nomor [0 Tahun 2004 tentany Pembentukan Peraturan
Perundang-undanpan {Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 33, Tambaban Tembaran Nggara Republik Indomesia
Nomor 43849);

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan
Masianal {Lembarun Negara Bepublik [odooesia Talum 2004 Nomar
104 Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang—tndang Womor 32 Tabun 2004 tertang Pomerimtaden Dacrak
(Lembaran Nepara Eepublik Indonesia Talnm 2004 Nemwor 125,
Tambahan Lembaran Nepgara Republik Indonesia Nomor 4437)
schagaimana teish dubab dengan Undang-Undang Nomor §2 Tabun
2008 tentang Perubahan Kedpa Atas Undang-Uandang Momor 32 Tahwun
2004 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tabhun 2008 MNomor 59, Tambehan Lemberan Nepars
Republik Indonesia Nomor 4844},

Udang—Undang Nomaot 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Kenangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tabun 204 Nomar 1246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintak Momor 28 Tahun 1972 {entang Perubahan Nama
dan Pernindahan Tempal Kedudukan Pemetintahan Dacrah Kabupaten
Panagrokan (Lemburan Negara Republik Indoncsia Tabun 1972
Namor 38);

Peraturam Pemerintah Nomor 100 Tahon 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipi} Delom Jabetan Strukhnal (Lembsmen Nepars
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambaban Lemhbaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimsms lelah diubah
dengan Peraturan Pemerimab Momror 3 Tabnn 2002 (Lemboran Nepara
Republik Indonesia Tadhun 2002 MNomor 33, Tumbahsn Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4194);

Feraturan Pemerintah WNomor 9 Tabun 2603 tentang Wewenang
Penganpkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Megeri Sipil
(Lembaran Negmra Republik Tndoncsia Tahun 203 Nomor 15,
Tambaban Lembaran Negara Republik Endoncsia Nomeor 4263);

Peratwran Pemerinteh Momor 58 Tahem 2005 twentang Pengelolaan
Kemangan Dacrah (Lembaran Negam Republik Indonesia Talnan 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 7% Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenpggaraan Pemerintahan Daergh
(Lembarm Negara Republik Indomesia Tabun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembarm Nepara Republik Indonesta Nomar 4394);

Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembapizn Urusan
Pemerinieben Amtara Pemerintah, Peroerimabem Dacrah Propios:, dan
Pemerinthan Daerab Kabupsten/Kota (Lembama Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 MNomer 82, Tambahan Lembaren Negasa
Repubfik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Pemerintzh Nomor 41 Tshun 2007 tentang Organisasi Peranglar
Deemh (Lembaran Negara Regublik Indonesia Talum 2007 Momer EQ,
Tambeahan [cmbaran Negaa Repubtik Indoncsia Nomor 4741);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (3 Tafum 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Reusngan Dacrah sebagaimona telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dialam MNegeri Nomor 59 Tabun 2407 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengrelolaan Xevanpan Daerah ;

Perluran Menterr Dalam Newert Novpor 15 Tabun 2000 lentang Jenis
dun Bemtuk Produk Hukomnm Dacrah:

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahan 2006 tentang
Proscdur Peoyusunan Produk Hukum Daerah;

Peratoran Meateri Dialam Nogeti Nomor 23 Talwm 2007 tentang Pedoman
Tz Caa Pepawasan Atas Panelenggsson Fernorinish Daerah;

Peramuran Menteri Dalam Negeri Womor 33 Talem 2007 teotang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dacrabh:

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tshun 2007 tentang
Petunjuk Tekmis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:

Perstoran Monteri Dalam Negeri Nemor 20 Tahon 2008 entang
Pedoman Orpanisasi dan Tata Ketja Umit Pelayanan Perijinan Terpadu
di [Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Uresan Pemermahan Dacrah Kabupaten Stlubonda (Tembaran Traerah
Kubupaten Sitabomde Tabun 2008 Nomer 2

Peraturan Daerah Kabupaten Situbopdo Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Sitebondo  {Lembaran Dacrah Kabupaten Situbonde Tabun 2008
Momor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERFADU KARIIPATEN
SITUBONDO

RABI
KETENTUAN UMUM
Paasal ]

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Dacrsh adalah Kabupaten Situbonde.

Bupatt adalah Bupati Situbondo.

Bowan Perwakilan Rakyat Dacrah yang setanjumys disebat DPRD
adalah Dewnn Perwalkilan Rakyat Dagrsh Kabupaten Situbondo.

Pemerintal Dacrah  adalah penyelengparam: wmsan pemerintshan oleh
pemerintahan daeruh dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-fussnya dalam sistern dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indodesia sebagaimana dimaksid
dalam Undang-Undanyg Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintzhan Dierah adalah Bupati dan perangkat dacrah sebagni vmsur
penyclenggrara pemerintahan doaerah

Sekretaris Daerah adnlabh Sekrclaris Deerah Kabuwpaten Situbondo.
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Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjuinya disebut Kantar
adelah Kantor Pelavanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.

Kepala Kantor adalab Kepala Kantor Pelayanan Penjinan ‘lerpadu
Kabupaten Situbondo.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Paszal 2
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pelaksana
Pemerintaly Dacrah di bidang peiayanan perijinan terpadu.
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin vleh Kepala Kantor yang

berada di bawoah dan benanggung jawsh kepsta Bapad melaind
Sekretanis Daerah.

Kantor Palayanan Perifinan Terpadu defam melsk=anakan tmgesrya di
bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah.

Masal 3

kKantor Pelayaran Perijinan ‘Eerpadu  mempunyai tugas membantu Bupan
dalam melaksanakan kewenangan i bidang pelayanan perijinan serpadu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas schapaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor
Pelayanon Peritinan Terpadu menyelengyarakan fungsi :

&

by
c.
d

perunsmsan kebirzkan tekras 41 bidang pelavaran periitman ferpadu;
penyusunan program di bidang pelayanan perijinan terpadu;
penyelenggara pelayanan administrasi perijinan;

penvajang penyelenggarasn pemerintahan daerah di bidang pelayanun
perijinan terpadu;

pelaksanaan kerja sama antar daerah dan lembava lain di bidang
pelayanan perijinan terpadu;

pengendalian, peogawasan, dan ovaluasi pelabsanaam tugas di bidang
pelayznan perijinan terpadu;

pengkoundinasian tim tekmis yang terdinl dari unsur-unsur peranghot
daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan:
penpelolaan urusan ketatausahaan;

pelaporan hastl pelaksanaan mgas; don

pelaksanaan tugas kedinasan lxin yany diberikan oleh Bupat,

BAR HI
BRIGANISAST
Pasal 8

Organisasi Kantor Peleyanan Perijinen Terpadu terditi dar

H.

b,

Kepala Kantor ;

Sub Bagian Tata Tssha ;



weksi Perijinan fasa Uszha ;

Seksi Penjinan Terientu ;,

Seks Informast, Dokumentas: dan Pengaduan ;
Kclompok Jabatan Fungaional.

e L T

Pasal 6 |
Sub Bagtan Tata Usaha dipimpin oleb Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi
dipimpin 0lel Kepala Scksi yang masmg-masing erada & bawah dan
bertangpungjawah kepada Kepala Kantor.

BARIV

PENJABARAN TLGAS DAN FITNGST
Bagian Kesatn
KEPALA KANTOR
Paza] 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan
pengendalian dalam penyelenpgaraan kegiatan di bidang pelay:man perjjinan
terpadu.

Eapian Kedna
SUH BAGIAN TATA USAHA

Pasal 3
Sub Bagian Tata Usaba mempunyai tugas membantu Kepala Kantor

memberikan pelayanan teknis administratil’ kepada selurub satuan arganisasi
dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 9
Dalam melaksanakan tuyzy sehagaimana dimaksud dalam Pasal . Sub Bagian
Tata Usalta memyolengearakan fimgsr :
a.  pengkomlinasian penyusunan rencana kerja Kantor;

k. pengoordinasian, penyelenggarsan, urusun rumah tengga, peclengkapan,
surat menyvrat, kepegawaian, perencansan, pelaporsn dan kevangan
Kansor;

pelaksanaan vrusan bina program;

pelaksanan kegiatan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksunasn megas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan Jain vang (fiberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
SEKSI PERIJINAN JASA USAHA
Pasal 10

Seksi Perijinan Jasa Usabhs mempunyai tugas membanlu Kepala Kantor dalam
mefaksanakan tugas Keotor Pelayanan Perdjinan Terpadu di bidang perifinan

jasa usaha.

o B O



Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi
Perijinan Fas: 1)zaha menyelenggarakan fimpst ;

a

b.

peoyusunan rencana kegialan Schksi Peripinan Jasa 1Jsaha benbimarkan
kebijukan di bidang perizinan jasa nsala;

pelaksonaan pelayanan administrasi serta proses perijinan yang sesuai
standar pelayanan;

penyiapan pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdid dari pejabat
Satuan Kerja Perangkal Darrah terkart yang mempunyai kopatenst dan
kemampizm sesuai dengen bidangnya:

pengoordinasi pelaksanaan urusan pendataan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan perdjinun vang telah diterbitkan;

petgevaluasian peluksanaan tugas dan menginventirisasi permasalahan
di Sekst perijinan jasa usaha, serta mencari alternatil’ pomecahsmnya;
pengumpuian sarat dag pertimbangan dani Tim Teknis sehagai baban
rekomendasi mengenal ditcrima atau ditalaknya suatn pemchonan
peritinan;

pelaksanaan pengawasan techadap iiin vang teleh diterbitksn dan
pengendalian pemasangan serix penyebaran reklame:;

pelaksarean kegiatar ketatausshaan:

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanean tugas kedinasan lain yang dibarikan oleh Kepata Kantor.

Bagian Keempat
SEKSI PERIJINAN TERTENTU
Pasal 12

Seksi Perifinan Tertentu mempunyai tugas membanty Kepala Kantor dalam
metaksanakan tgas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ih Yidang perifinan
fertentn.

Pasal 13

Dalam mclaksanakan iugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi
Perifinan tertcotu menvelenggarakan fungsi :

a

h.

penyusiman reficana kegiatan Seksi Perfjfnan Tertentu berdasarkan
kebijakan & bidang perijinan tertemn:

peinksanaan pelayanan administrasi serta proses perijinan vang sesuai
standar pelayanan;

penyiupan pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdini dari pejabat
Satuan Ketja Peranpkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan
kemampuan sesws dengan bidangnya; :

pengoordinasian  pelaksanzan  wrusan  pendataan dan  pengawasan
terhadap pelaksanaan perijinan yang tefah diterbitkan;

pengevaluasian peloksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di Seksi Perijinan Tertentu, serta mencart altematif pemecahennya;
pesgunmprulan saren dan pertimbangan dari Tim Teknis sebagai behan
rEkﬂrm.mﬂHSI mengenai diteima atau ditelaknya susty permobonan
perijinan; :



pelaksanaan kegiatan kotatausahaan;
pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
nelaksanaan tueas Kedindean laim vang diberikan oleh Kepala hantor.
Bagian Kelima
SEKST INFORMASE, DOKUMENTASI DAN PENGADUAN
Pasal 14

Seksi [nlormasi, Dokementasi dan Pengaduan mempunya: togas membanta
Kepata Kantor dalam melaksanskan tugas Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu di bidang informasi, dokumentasi dan pensaduan.

Pasal 15

Dalam meclaksanakan tugas schapaimama dimaksud dalam Pasal 14, Seksi
Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan menyelenggamkan fungszi

4.

{1}

(2

(3

ponyuaunan rencana kerja Sekesi Informasi, Dokumentasi dan Pengahum
sesual kebijakan Kantor;

pengumpulan dan pengelolaan data tentang pembetian perijinan yany
telah diterbitkan:

penyelenggaraan  pelayanan informast perijmman, pengabm  dan
klarzbskasi peripiman:;

penpoondinasizn pelaksanaan pelayanan Informasi perijinan, pengaduan
dan klanfikasi perijinan;

pcny:lapm bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dibidang
perijinan;

renyumpulan bahan datn dan mempersiapkan data temang pelak s
dan pelapoean perijinan;

penvusunan laporan hasil kegiatan perijinan;

pelaksansan kegiaan ketatausahaan;

petaporan hasil pelaksangan tugas; dan

pefaksanaan tgas kedinasan lain yang diberikan oieh Kepaia Kamor.

BARY
TIM TEKNIS
Pasal 14

Guna menunjang kelancaran pelayanan perijinan dapat dibentuk Tim
Tekms yang bertugas melakukan verifikasi terhadap setiap permohoman
perilinam.

Tim Tcknis sebagaimana dimaksoad pade ayat (1) terdiri dari pejubat
Satem Kerja Peramgkat Diaerah terkait vang mempunyai kowpetensi dan
kemampuzn sesuai dengan bidangnya, yang bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor melatui Kepala Seksi yang membidangi.

Pembentukan Tim Tekmis sebapaitnana dimaksod pada ayat (1)
diletapkun dengan Keputusan Bupati.



BAE VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasul 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pesaturan Bupati Situbondo
Namor 39 Tahun 2008 temtang Lirsian Tuges dan Fungsi Kantor Polayanan
Perijinan Terpadu Ksbupaten Situbondo dicabul dan dinywtakan tidak
berlaku.

Pasnl 18

Peraturan Bupati ini mulai berleku pada tenggal diundangkan,

Ager sctiap orang dapal mengetahuinye, memerintehkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalem Berita Daerak Kabupaten
Situbondo.

Diundangkan di Sitabondo
pada tangeal 19 f) MAY 2010

P, SEXRETARLS DAFRAH
KABUPATEN SITUBONDO,

Pembina Utamn Minda
NIP. 19570104 198345 1010

BERITA DAERAH KARUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 64




